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Nama Unit Pelayanan
Jenis Pelayanan

No. -

STANDAR PELAYANAN PUBLIK

: Kecamatan Gunung Kijang
: Surat Keterangan Register Surat Tanah Di Kecamatan

KOMPONEN

URAIAN

1

Dasar Hukum

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008
Peraturan Bupati Bintan Nomor 8 Tahun 2009

ol =

Persvaratan

Formulir Permohonsan
Folocopy Keterangan Repister Sural Tanah dari Kelurahan/Desa
Surat Keteringan Penporusan Fisik Tansh ( Sporadik ) / Ales Hak/SKPPT aslhi

Lol

' Sistem. Mekanisme dan Prosedur

—

Petugas Piket memberi petunjuk format dokumen vang di perlukan sena cam

pengisiannya

2, Permohonan melengkapi Persyaratan kemudian memasukkan persymalsn ke
Petugas Lokel

3. Pemgas Loket memeriksa kelngkapan berkas, jika berkas lengkap, maka berkas

diteruskan ke Kepala Secksi untuk di cek kelayakan berkes untuk kemudian

dimasukan ke resi penerimasn berkas

Tim teknis memverifikasi kelayakan berkas dan memboat rekomendasi teknis

tentang kelayakan permohonun yang dituangkan dalam Berita Acam

Jilea tidak layak maka dibuat surat penolakan

Jika layak melakukan pengolahan izin

Kepala Scksi membuat naskah surat Camat

Staf Administasi mengetik naskah surat Camat

Paraf dan pengecekan surat oleh Kepala Scksi

Iﬂ Sekretaris memeriksa redaksional surat dan memparal

11. Camat mengoreksi/menandatangmni sumt

12. Pencatatan dan penamoran sural

13, Penyerahan sursl kepada pemphon

-

Cwmao

Jangka Wakm Penyelesaian

3 hari kerja scjak permobonan danpersyaratan diterima dengan benar dan lenghkap.

Biayn Taril

Tidak di pungut biaya {gratis)

Produk Pelavanan

Surat Keterangan Register Surat Tanah di Kecamatan

=3 o] Al &

Sarans Prasaruoa  dan [
fasilitos

L FiTH

Parkir, Giedung, Ruang Tunggu, Toilet, Papan Informasi Media Informasi, Kantin

Kampetensi Pelaksana

Sumberdaya manusia sudab di bekali dengan bimbingan-bimbingan teknis tentang
pertanihan

]

“Pengawasan Internal

Pelaksanaan pengawasan internal secara berjenjang hingga di tingkat pengawasan olch
Camat

1o

Penanganan Pengaduan

1. Masyarakat menyampaikan pengaduan melalui kotak samn

2. Sekretaris Camal memverifikasi kebenarun pengaduan

3. Camit heserta Sekeam dan pars Kusi mengidentifikasi maosalah dan mencarikon
alternatf solusi

4. Camat mengambil kepulusan langkah-langkah mengatasi masaloh pengaduan
tersehut

11

Jumluh peluksanaan

Sesuai SK

12

Jaminan pelayanan

Sesuni Maklumai Pelayanan

13

Juminan Keamunan

keepastian Hukum

14

Evaluasi Kinerjo pelaksanaan

Pelaksanaan evaluasi kenera pelaksara dilakukan secara rutin setinp hulan

SRNG KLIANG,




Nama Unit Pelayanan
Jenis Pelayanan

STANDAR PELAYANAN PUBLIK

: Kecamatan Gunung Kijang
: Surat Keterangan Pengoperan dan Penguasaan Tanah (SKPPT)

MNo.

KOMPONEN

URAIAN

¥

Dasar Hukum

1. Peraturan Pemeriniah Nomor 19 Tahun 2008
2. Peraturan Bupati Bintan Nomor 8 Tehun 2009

Persyaratan

Surat Keterangan Pengoperan dan Penguasaan Tanah dari KelurahanDesa
Fotocopy Kartu Keluarga
Fotocopy KTP Penjual dan pembeli yang masih berlaku
Fotocopy KTP Penjual suami‘istri yang masih berlaku
Fotocopy KTP Sempadan tanah vang masih berlaku
Fotocopy bukti penguasaan lainnya ( Kwitansi, surat tebas atau G-7 )
SPT PBR tahun terakhir
Surat keterangan Persetujuan Penjual suamifisir
Kwitansi jual beli
. Surut Pernyataan tidak bersangkutan yang diketshui RT/RW setempat
. Surat Keterangan Ahli Waris/Silsilah Ahli Waris
. Surst Keterangan Kematian
. Surul pernyataan Sumpah dan saksi-saksi yang sah
. Surat Keterangan Penguasaan Fisik Tanah ( Sporadik/SKPPT asli

S ol

— —
-

e
e b

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

—

ﬁ:mgas Piket member petunjuk format dokumen yang di perlukan serta cara

pengisiannya

Permohonan melengkspi Persyaratan kemudian memasukkan persysrainn ke

Petugas Loket

Petugas Loket memeriksa kelengkapan berkas, jika berkas lengkap, makn berkas

dtwkmkcltqnhﬁdmunmkﬂ:ﬁklmhﬂkmbmmmmh:mdm

dimasukan ke resi penerimaan berkas

4. Tim teknis memverifiknsi kelayukan berkas dan membuast rekomendasi teknis
tentang kelayakan permohonan vang dituangkan dalam Berita Acars

5. Jika tidak layak maka dibuat surat penolakan

6. Jika layak melakukun pengolahan izin

7. Kepala Sekst membunt naskuh surat Camat

8.

4

W

Staf Administasi mengetik naskah surat Camat

Paraf dan pengecekan sumil oleh Kepala Seksi
. Sckretaris memeriksa redaksional surat dan memparal’
. Pencatatan dan penomoran surat
. Penyerahan surat kepada pemohon

Jangka Waktu Penyclesaian

3 hari kerja sejak permohonan danpersyarmian diterima dengan benar dan lengkap.

Riaya Taril

Tidak di pungut biaya (gmtis)

Produk Pelayunan

Surat Keterangan Pengoperan din Penguassan Tanah ( SKPPT )

Surune,Prasarana  dan /
Finsi i taies

atau

Parkir, Gedung, Ruang Tunggy, Toilet, Papan Informasi Media Informasi, Kantin

“Kampetensi Pelaksana

Sumberdaya manusia sudah di bekali dengan bimbingan-bimbingan teknis teniang
pertanahan

Pengawasan Inemal

Pelaksanaan pengawasas internal secara berjenjang hinggea di tingkat pengawasan oleh
Camat

10

Penanganan Pengadun

1. Masyarakat menyampaikan pengaduan melalui kotak samn

2, Sekretaris Camat memverifikasi kebenaran pengaduan

3. Camat besertn Sckeam dan para Kasi mengidentifikasi masalah dan mencarikan
nhtgrnatif solusi

4, Camat mengambil keputusan langkab-langkah mengatasi musulsh pengaduan
tersebul

11

Jumlah pelaksanaan

12
13

Jaminan peluyanan

| Sesuai Maklumat Pelayanan

| Sesuui SK

Jaminan Keamanan

Ilnpummnuhm

14

Evaluasi Kineyjn pelaksanaan

| Pelnksanaan evaluasi kenerja pe

ﬁ u
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Nama Unit Pelayanan
Jenis I’eln]ranan

No.

STANDAR PELAYANAN PUBLIK

: Kecamatan Gunung Kijang
: Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)

KOMPONEN

URAIAN

1

Dasar Hukum Pelayanan

1. UU No. 40 Tahun 2004 tentang sistem Jaminan Sosial Nasional

2. ULl No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

3. Peraturan Menteri Sosial No. 147/HUK/2013 tentang penstapan peseria penerinis
bantuan iuran jaminan kesehatan

4. Peraturan Menteri Ristekdikti No. 6 Tahun 2019 tentang Bantuan Biaya
Pendidikan bagi Mahasiswa Miskin Berprestasi

5, Ul Nomor 8 Tahun 2016, penyandang disabilitas atau difabel berhak
mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis,
jalur dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus, dan Pemerintuh
jugn wajib menyediaken biave pendidiksn untuk penyandang disabilitas

Persymrtan

SKTM Keperluan Jaminan Keschatan (BPIS, Jampersal, Jamkesda)
1. Fotocopy KTP

2. Fotocopy KK

3, Surat asli dari LURAH/KADES

4. Penpantar RT/R'W

Surat keterangan aktif kuliah

Surat pernyataan tidak menerima bantuan biaya pendidikan lainnya
Foto copy KTRKK

Foto copy rekening bank

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Pemohon mengujukun berkas permohonan SKTM;

Petugas loket menerima dan mengoreksi berkas permohonan, jika berkas tidak
lengkap dikembalikan kepeda pemohon, jika berkas sudah lengkap berkas akan
diteruskan kepada Kusi;

Kunsi memeriksa berkas jika berkas sudoh sesuai maka selanjutmya staf
melaksanakan penpetikan;

Staf operator menginput registrasi Surat;

Berkas selanjutnyn diverifikasi oleh Kasi;

Setelah berkas limghap sclanjuinya Camat menandatangani berkas tersebul;

Jika Camat Dinas Luar make Kasi yang akon menandatangani berkas tersebut;
Setelah ditandatangani oleh Camat/Kasi, maka berkas tersebut kita serahkan ke
pemohon.

ittt - ol ol e

o
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Jangka Waktu Penyulesuinn

15 menit dengan persyaratan ditenima dalam keadaan benar dan lenghap.

Biaya Tarif

Tidak di pamput hinya (gratis)

—-Jlﬂ“'“-h

Produk Pelayanan

Surut Keterangan Tidak Mampu (SKTM)

Surane  Prosarang  dan /dtou

fasilits

Komputer dan jaringan imtemet, ATK, Peraturun perundang-undangan dan Peralatan
Komunikasi

Kompetensi Pelasana

1. Memiliki kemampuan mengidentifikesi dan analisis terkait dengan berkas yang

diajukan wargu,

Mampu memabami peraturan perundang-undagan;

Memiliki kemampuon menoprasikan computer dan internet;

Memiliki tinglkat ketelitian yang baik dan mampu berkomunikasi dengan baik,

bekerja dalam tim sertn bekeria tepat waktu:

5. SDM vang dibekali dengan pelatihan dan bimbingan teknis tenlung pelayanan
publik.

e ol

Pengawasan Internal

Pengawasan Internal securn berjenjung hinggs ditingkal pengawasan oleh Kepala OPD

n [P anan L Kotak Suran, SP4N Lopor dan WA Siaga Didik Santoso 0853-6344-9965

11 | Jumluh Pelaksann Sesuni SK

12| Juminun Pelayanan Sesuni Maklumat Pelayanan

13 | Jaminan Keamanan Kepustion Hukum

14 | Evaluasi Kineja Pelaksana 1. Evaluasi terhadap Pelayanan Publik dilakukan setiap suat jika terjadi kesalahan

dan perubaban At pulakm pl:h_!mnm publik




Nama Unit Pelayanan
Jenis Pelayanan

No.

STANDAR PELAYANAN PUBLIK

: Kecamatan Gunung Kijang
: Dispensasi Nikah

KOMPONEN

URAIAN

1

Dasar Hukum Pelayanan

1. PP Neo. 01 Tahun 1975, Izin Dispensasi Nikah ditujukan kepada Camat atas
nama Bupati.

2. UU Ne. 1 Tahun 1974, Ketentuan usia calon mempelai, Laki-laki minimal 19
tahun dan Perempuan minimal 16 tahun

[

Persyuratan

Foto copy KTP

Foto copy KK

Folo copy Akte Kelahiran

Foto copy ljnzah

Surat Pengantar Nikah dari Lurah/Kades

Sural Keterungan Dari Lurah/Kades

Surat Permohonan Dispensasi Nikah dar KUA

2 on L bk B e

Sistem, Mekanisime dan Prosedur

Pemohon mengajukan berkas permohonan [Mispensas: Nikah:

2 Petugas loket menarima dan mengoreksi berkas permohonan. jika berkas tidak
lengkap dikembalikan kepada pemohon, jika berkas sudah lengkap berkas akan
diteruskan kepada Kasi;

3 Kasi memeriksa berkas jikn berkas sudah seseal maka sclanjumya staf
melaksanakan pengetikan;

4 Staf operator menginput registrasi Sural;

5  Derkas selanjumya diverifikasi oleh Kasi;

6 Setelah berkas lengkap selanjutnya Camal menandatangani berkas terscbul;
Jika Camat Dinas Loar maka Kasi yvang akan menandatangani berkas tersebut;

7 Setelah ditandmangani oleh Camat/Kasi, maka berkas tersebut kita serabkan ke

pemohon.

Jangka Wikiu Penyelesaian

20 menit dengan persyaratan diterima dalam keadaan benar dan lengkap.

Biava Tarif

Tidak di pungut biaya (graus)

Produk Playanan

Surat Dispensusi Nikah

= on| WAl e

Sarana Prasarana dan /atau fasilitas

Komputer dan jaringan internet, A'TK, Peraturan perundang-undangan dan Peralatan
Komunikasi

8 Kompetensi Pelosann 1. Memiliki kemampuan mengidentifikasi dan analisis terkait dengan berkas
yang digjukan warga;
2. Mumpu memabami persturan perundung-undagar;
3. Memiliki kemampuan menoprasikan computer dan internet,
4. Memiliki tingknt ketelition vang buik dun mampu berkomuniknsi dengan baik,
bekerja dalam tim serta bekerja tepat wakiu;
5. SDM wang dibekali dengan pelatihan dan bimbingan teknis temtang pelayanan
publik;
9 | Pengawasan Intemal Pengawasan Intermal secara berjenjang hingga ditingkat pengawasan oleh Kepala |
OPD
1 | Penanganan Pengaduan Komk Saran, SP4N Lapor dan WA Singa Didik Santoso 0853-6344-9965
11 Jumlah Pelaksana Sesuai SK
12 | Jaminan Pelayanan Sesuai Maklumat Pelayanan
13 | Jaminan Keamanan Kepastiun Hukum
14 | Evaluasi Kinerja Pelaksana . Evaluasi terhadap Pelayanan Publik dilakukan sctiap saat jika tegadi

kesalnhan dan perubahan atas pelaksannan pelayinan publik

2. Bvaluasi melalui IKM yang dilg -1;-1:}; wenesto | dan 1

%ﬁ} diNG KIIANG,
e
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STANDAR PELAYANAN PUBLIK

Nama Unit Pelayanan : Kecamatan Gunung Kijang

: Surat Keterangan Ahli Waris

Jenis Pelayanan

Mo,

KOMPONEN

URAIAN

1

Dagar Hukum Pelayanan

KUHP Perdata;

2. lnstruksi BHP Indonesia LN1872 No. 166 Pasal 62 5.d. Pasal 63;

3. Pasal 3 huruf a Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2021
temang Organisesi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan:

4. Pasal 111 ayat (1) horul ¢ Peraturan Menteri Agraria dan Tata Rusng/Kepala

Badan Pertanahan Wasional Nomer 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga

alas Peruturan Menteri Negara J Badan Pertanahan MNasional

MNomior 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah

Persyaratan

Foto Copy KTP

Foto Copy KK

Surat Keterangan Ahli Wars Dari Lurah/Kades
Sural Keterangan Silsilah Keloarga

Bl b=

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

—_—

Pemohon mengajukan berkas permohonan Ahli Waris;

2 Petogas loket menerima dan mengoreksi berkas permohonan, jikn berkas ndak
lengkap dikembalikan kepada pemohon, jika berkas sudah lengkap berkas akan
diteruskan kepada Kasi;

3 Kopsi memerksa berkas jika berkas sudah scsual maka selanjumva saf

melaksanakan pengetikan;

Siaf operaior menginpui registrasi Sural;

Berkas sclanjuinya diverifikasi oleh Kasi:

Setelah berkas lengkap selanjutnys Camat menandatangani berkas torsebut;

Jika Camat Dinas Luar maka Kasi yvang akan menandatangani berkas tersebut;

7 Setelsh ditandatangani oleh Camat/Kasi, maka berkas tersebut kita serabkan ke

pemohon

o

Jangka Waktu Penyelesaian

25 menit dengan persyaratan diterima dolom keadasn benor dan lengkup.

Biaya Tarif

Tidak di pungut binys (pratis)

Produk Pelayanan

Surat Keterangan Ahli Waris

Saruna Progurans dan /atan fasilites

Komputer dan jaringan internet, ATK, Peraturun perundang-undangan den Peralatan

Komun

“Kompetensi Pelasana

1. Memiliki kemampuan mengidentilikosi dan analisis terkait dengan berkas yang
dinjuknn wargs;

Mampu memahami peraturan perundang-undagan;

Memiliki kemampuan menoprasikan computer dan intermet;

Memiliki tingkat ketelitian yang baik dan mampu berkomunikasi dengan baik.
bekerja dalam tim sera bekera tepat wakiu;

S.I.‘.thilk?'mg dibekali dengan pelatihan dan bimbingan teknis tentang pelayanan
pu

P

L

{1

Pengawasan Intermal

Pengawnsan Intemal secara begenjung hingga ditingkst pengawasan oleh Kepala
arp ’

Penanganan Pengaduan

Kotak Saran, SPAN Lapor dan WA Siaga Didik Santoso 083 3-6144-9965

11

Jumnlah Pelaksana

12

Jaminan Pelayanan

+

Scsusi SK

~ Sesuni Maklumat Pelayanan

13

Jaminan Kegmanan

14

| Evaluasi Kinerja Pelaksana

Kepastian Hukum

1. Evaluasi terhadap Pelayanan Publik dilakukan setiap suat jika terjadi kesalahan
dan perubahan atas peloksanuan pelayanan publik
2. Eyaluasi melalui IKM yang dilakukan setiap semester | dan (1




STANDAR PELAYANAN PUBLIK

Nama Unit Pelayanan : Kecamatan Gunung Kijang
Jenis Pelayanan : Santunan Uang Duka
No. KOMPONEN URAIAN
1 Dasar Hukum Pelayanan 1. UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
2. UUNo. 13 Tabun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin
3. Peraturan Presiden No 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penangpulangan
Kemiskinan
4. Peraturan Bupati Bintan Nomor ..... tahun ..., tentang Petunjuk Pelaksanaan
Bantuan Sosial Santunan Uang Duka Cita
2 Persyaratan Surt Permohonan Uang Duka Bermaterai Rp. 1 0.000

Surat Laporan Kematian Dari RT/RW

Surat Keterangan Ahli Waris Dari Lurah/Kades

Surat Kelerungan Kematian Dari Lursh/Kades

Surat Keterangan Tidak Mampu (Skim)

Folo Copyakie Kematian

Folo Copy Kartu Kependudukan (Kk) Penghapusan Nama Almarhum
Fota Copy (Kk) Yang Masih Ada Nama Almarhum

KTP Asli Almarhum

10, Kartu Kendudukan (KK) Ahli Waris

\E.“':-*F'*.“‘:"":"'E*‘“.“

Sistem, Mckanisme dan Prosedur

Pemohon mengajukan berkas permobonan Santunan uang duka;

Petugas loket menerima dan mengoreksi berkas permohanan, jika berkas tidak
lengkap dikembalikan kepada pemohon, jika berkas sudah lenghkap berkas akan
diteruskan kepada Kasi;

Kasi memeriksa berkas jika berkas sudah scsusi maka selanjutnya staf
melaksanakon pengetikan;

Staf operator menginput registrasi surat;

Berkas selanjutnya diverifikasi oleh Kasi;

Setelah berkas lengkap selanjutnya Camat menandatangani berkas tersebul;
Jika Camat Dinas Luar maka Kasi yang akan menandatangani berkas tersebut;
Sectelah ditandatangani oleh Camat/Kasi, maka berkas tersebut Kita serahkan ke
pemohon.

(=¥ I Tad b —

e |

4 Jangka Wakiu Penyelesaian 25 menit dengan persyaratun diterima daism keadaan benar dan lengkap.
5 Biaya Taril Tidak di pungut biaya (gratis) -

6 Produk Pelayanan Surat Suntunan Usng Duka

EE

Sarann Prusorans dan /sy fasilitas

Komputer dan jaringan internet, ATK, Peraturan perundang-undangan dan
Peralatan Komunikasi

Kompetensi Pelasana

1. Memiliki kemampuan mengidentifiknsi dan analisis terkait dengan berkas

vang digjukan warga,

Mumpu memahami peratumn perundang-undognn;

Memiliki kemampuan menoprasikan computer dan internet;

Memiliki tingkat ketelition yang baik dan mampu berkomunikasi dengan

baik, bekerja dalam tim serta bekerja tepat wakiug

5. SDM yang dibekali dengan pelatihan dan bimbingan teknis tentang
pelayanan publik.

&g

Pengawasin Internal

Pengawasan Internal secara berjenjang hingga ditingkat pengawasan oleh Kepala
OPD

10 Penangunan Pengaduan Kotak Saran, SP4N Lapor dun WA Siaga Didik Suntoso (0853-6344-0965
11 Jumlah Pelaksana Sesual SK —

12 Jaminan Pelayanan Sesual Mok humast Pelayanan

13 Juminan Keamanan Kepastian Hukum

Evaluasi Klnerja Peluksany

I.Evalugsi terhadap Peluvanan Publik dilakukan setinp saat jika tegadi
kesalahan dan perubahan stas pelaksanaan pelayanan publik
2. Evaluasi melalui IKM yang dilakukan setinp semester | dan [l




Nama Unit Pelayanan
Jenis Pelayanan

STANDAR PELAYANAN PUBLIK

: Kecamatan Gunung Kijang
: Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui Sistem Online Single Submission (0OSS)

No.

KOMPONEN

URAIAN

1

Dasar Hukumn

1. Undang-Undang Momor 6 Tabun 2023 ftentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja menjadi Undang-Undang;

Peraturan Pemerintah Nomor § Tahun 2021

Undang-Tndang Cipta Kerja No 11 Tzhun 2020.

L 13

Persyaratan

KTP

NPWP

Email Aktif

Mo Telepon vang terhubung WhatsApp

BPIS Ketenagakerjaan ( Jike sudsh memiliki )
BPIS Kesehatan ( Jika sudah memiliki )

Sl il koo

Sigtem, Mekanisme, dan Prosedur

Melengkapi Data terkait Pzlaku Usaha;
Melengkapi Data terkait Bidang Usaha;

Melengkapi Data Produk/Jasa ( khusus UMK resiko rendah untuk perizinan
tunggal dan KBLI tertentu;

4. Memeriksa dan melengkapi dokumen persetujuan lingkungan | KBLL Bidang
veaha tertentu ).

ki e

4 | Jangkn Waktu Peayelesaian Dalam kurun waktu 15 menit jika tidak terdapat masalah pada server/plikasi OSS
Biaya Tarif Tidak di pungut biaya ( gratis )
6 | Produk Pelayanan Surat Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui Sistem Online Single

Submission (055)

Surana, Prasarand, dan /atau fsilites

ATK, komputer dan jaringan internet

Kompetensi Pelaksana

1. Memiliki kemampuan mengidentifikasi dan analisis terkait tentang Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko melalul Sistem Online Single Submission (085);

2, Mampu memahami peraturan Perundang-undangan;

3, Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer dan internet;

4. Memiliki tingkat ketelitian vang baik:

5, Mampu berkomunikasi dengan baik dan bekerja tepat waktu.

& | Pengawasen Internal Pergawasan internal langsung dari Camal secars berjenjang hingga tingkat
pengmwasan oleh BDMPTSP

10 Pengaduan Kotak Saran, SP4N Lapor dan WA Siaga Didik Santoso 0853-6344-9965

11| Jumlah Pelaksana Sesual SK

12 | Jaminan Pelayanan Sesuai Maklumat Pelayanan

13 | Jaminan Keamanan Kepustian Hukum

14 | Lvaluasi Kinerja Pelaksana Evaluasi terhadap Perizinan Berusahn Berbasis Risiko melalui Sistem Online

Single Submission (OSS) setinp tejadinya kesalahan dan perubahan.




STANDAR PELAYANAN PUBLIK

Nama Unit Pelayanan : Kecamatan Gunung Kijang
Jenis Pelayanan : Rekomendasi Permohonan lzin Mengadakan Keramaian
No. KOMPONEN URAIAN
1 | Dasar Hokum Keputusan Bupati kepulauan Riau nomer : kpts 23/V71998
2 Persyaratan 1. KTP
2. No Telepon yang terhubung WhatsApp
. 3. Surat rekomendasi dari Kelurahan/TDesa
3 | Sistem, Mekanisme, dan Prosedur 1. Melengkapi Data terkait persyaratan,
2. Melampirkan surat rekomendasi dari Kclurshan/Desa.
4 | Jangka Waktu Penyelesaian Dalam kurun waktu 15 menit jika tidak terdapat masalah
5 | Biaya Tarif Tidak di pungut bigya ( gratis )
6 | Produk Pelayanan Surat Rekomendasi Permohonan Izin Mengadaken Keramaian
7 Sarana, Prasarana. dan /atau fasilitas ATK, kamputer dan jaringan internct
§ | Kompetensi Pelaksana 1. Mampu memahami peraturan Perundang-undangan;
2. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer dan
3, Memiliki tingkat ketelitian yang baik;
4, Mampu berkomunikasi dengan baik dan bekerja tepat waktu.
9 Pengawasan Intemnal -
10| Penanganan Pengaduan Kotak Saran, SP4N Lapor dan WA Siaga Didik Santoso (853-6344-9965
11 | Jumlah Pelaksana Besuai K
12 | Jaminan Pelayanan Sesuai Maklumat Pelayanan
13- | Jaminan Keamanan Kepastian Hukum
14 | Evaluasi Kinerjo Pelaksana Evalussi terhadap Rekomendasi permohonan izin mengadakan Keramaian
berdasarkan luporan pada _‘““--\




Nama Unit Pelayanan
Jenis Pelayanan

STANDAR PELAYANAN PUBLIK

: Kecamatan Gunung Kijang
: Pelayanan Akta Kelahiran

Mo,

KOMPONEN

URATIAN

Daszar Hukum

1. Peraturan Menteri Delam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 Tenang
Percepatan Peningkatan Cokupen Kepemiliken Ak Kelahiren;

3.  Peratran Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tabun 2018 Tentang Persyaratan dan
“Tuta Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

3.  Perubshan dari point pertama menjadi Persmran Menteri Dalam Neperi Repoblik
Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 Teptang Peraturmn Pelaksanaan Peraturan Presiden
Nomor 96 Tahun 201§ Temang Persyantan dan Tata Cars Pendafiaran Penduduk dan
Pencagstan Sipil;

4. Peraiursan Menieri Dalam Negeri Republik Indonessa Nomar 106 Tahun 2019 Tentang
Formulir dan Buku yeng digunakan dalam Adminisirasi Kependudulkan.

I. Surst Keternnpan Kelahiran Asli duri Dokter/Bidan/ Penolong Kelshiren, Pemohon
yang tidak memiliki sumt keterongan kelahiran sebagaimana tersebuat di atas maka haros
melampirkan SFTIM (Soras Pernyamsan Tangpunz Jawob Mutlak) kebenarmn data
kelahizan yang ditandatangai olch wali/peranggungiswab, dengan kode F-2.03;

2. Akta Mikah / Kutipan Akis Perkawinan seu bukti lein vang seh. Pomobon yang tidak
memiliki Akin Nikah sebagaimana tersebul & atas maka harns melampirkan SPTIM
{surat Pernyatzan Tanggune Jawab Mutlak ) kebensran sebagai pasangnn suami isteri,
dengsn kode F-2.04;

3. KK dimana penduduok akan didafiackan sebagai anggota keluargs;

4. KTP-el orung tua/ wali/ pelspor dan KTP-el 2 oreng saksi yeng berdowisili di
Eabupalen setempat;

5. Mengisi Formulic Pelaporan Pencatatan Sipil di dalam wilayah Negars Kesatuan
Republik Indonesia, dengan kode F-2.01.

Sistem,  Mekanisme  dan
Prosédur

Pemohon mp;ukmhﬂtupummhumk:i&nm,
Fetupas Loke: menerima din mengoreksi berkaspermohonan kelahiran, jikn berkas
tidak mwmmmmmmmmm

WSMWMM:MMMMM}WMMM
Drafl yung sudsh selesal diserahkun ke bagion regisier umtuk diinput ke dalam
spreadsheet guna untuk pengaiuan kolektif ke Disdukcapil;

Kasi melakukan pengajuan berkas ke Disdukeapil bagian Capll;

Di Disdukespil berkas akan diverifikasl, sentifiknsl dan dicetak oleh petugss yang
berwenang,

Akta Kelahiran yang sudah diveak diserahkan hembali kepada pihak kecamatn untuk
diserahkan kepuda pemohon;

L¥ Kecamatan Akta Kelahiran diserabkan ke baglan register untuk diserahkan kepada
pemahon;

g:lglm&egimmmtnhuhnﬁmmnmukmemmbﬂﬂiuﬁchﬁmmw vin
g
0. Register munyerahkan Akis Kelahiran kepada pemohon.

o=

B ope M P AW

Jangkn Wkt T(mjubjhari  kege  sejuk pemohoman dan persyarstun diverima dengun
Polayunan benar dan lenglap.

Biayafarif Tidak dipungut bilaya ( gratis )

Produk Pelayunan Akta Kelahiran

Sarng, Prosarans dinutan
T ik

mmmmmmﬁmmwmm
komunikas

8. | Kompetensi Pelaksana 1. Memiliki kemampuan mengidentifikesi dan anulisis terkait dengen dokumen
kependudukan yang disjulan warga;
2. Mampu memahami persturan perunding-undan g,
3. Memiliki mengoperasikan komputer dan Internet;
A, Memiliki tingknt ketelitian yang baik;
-1 hhmpubnhmmhidmﬁnh&.b:hujndlmm dan bekeria teput wakig
6. SDM yung dibckali dengan pelatihan dan bimhingzn teknis tentang pelayanan pubiik.
9. Fenpawasan [nternal Pengawasan dilakukan secam berjenjang di dolam internal OPD
1| Peranganan  Pengnduan, Kotak Saran, SP4N Lupor dan WA Siaga Didik Santoso DBS3-6744-9965
tittan dan magikion
H | Jumnlih Pelaksana Seiun SK
12, | Jouinas Peloynnan Sesuai Muklamat Pelayunan
13 | Jaminan Keamanan Kapastinn [lukum
14, E:::IL:::I Kinerju 1. Fvaluasi verhadap pelayanan Publik dilakukan setiap saat jika verjadi kesalahan dan

peribahan stas peratiiran pelaksanian peliyanan publik
2. Evaluasi melalul TKM yang dilakukan sctiap semesier 1 dan 11




STANDAR PELAYANAN PUBLIK

Nama Unit Pelayanan ¢ Kecamatan Gunung Kijang
Jenis Pelayanan : Pelayanan Akta Kematian
'No. | = KOMPONEN URAIAN
1. | Dasar Hukum I.  Peraturan Presiden Republik Tndonesis Nomor 96 Talun 2018 Tenteng Persyaratan dan

Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

L Peratoran Menteri Dalam Negeri Repubiik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 Tertang
Peratvran Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tabun 2018 Tentsng Persyartan

' dan Tata Cara Peodafarn Pendudui dan Pencataten Sipil:

3. Peraturan Menler] Dulam Wegen Republik Indonesia Nomor 109 Tabun 2019 Tentang
Formulir dan Buku ying digunakan datam Administrasi Kependudukan

Surisl Kematian dari Dokrer [ Kepala Desad Lorsh/ yang disebut nama Jeing

Salinan peoetapan Pengadilan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya kerena
hilang sinu moti tetapi ldak ditemukan jenazahmya;

4. Surm pernyvaisan kemstian dari maskapai penerbangan bagi seseovang yang tidak jelas
keberadasnya karena hilang atau mati tetapt tidak diemukan jenoabmye sesuni dengan
keienipan peraiuran perundang-undangan; atay

Surat Keterangan Kematian dar PerwakilanRapublik Indonesia bagl Penduduk sang
kematisnnye di huar wileyah NKRL

KTP-gl pelapor dan KTP-el saksi 2 crang Bintan;

Menpisi Formaulir Pelaporan Pencatstan Sipil & dafam wilaysh Negam Kesatuan

2. | Persyaratan

L =

prran T

Reepublik Indonesia, dangan kode F-2.01.
3, | Sistem,  Mekanisme  dan 1. Pemohon mengajukan berkas permobonan kematian:
Prowedur 2. Petugns Loket menerima dan mengoreksi berkaspermchonan kemation, jika berkas
tidak lengkapdikembalikan kepada pemohon, jika berkes sudah longhap bedkas akan
diteruskan kepadis Operalor SIAK:

3. Operator SIAK menginpul dan meneetak drafl akia keratian yang akan disjukan;

4. Droft yang sodah selesai disernhkan ke bagian register unmk di input kedalam
sprendshest guna untuk pengajuan secars kolektif ke Disdukcapil,

5. Berkes yung sodah slsp berunghnt diseruhkon hepuda Kesi untuk dilakukan pengajuan
ke Disdubkeapil bagian Capil; .

6. D Disdukeapil berkas akan diverifikasi, sertifikasi. dan hasil pengesahan dikiim olch
petugas Capil ke Operator SIAK Kecamatan dalam bentuk pdf melahu Via WA

7, Operator SIAK skan mencetak Akt Kematian den menyerahkon ke baginn repister
uniuk diserahkun kepada pemohon;

8 Bagian Register menghubungi pemobon untuk mengambil Akts Kematian mwelalui via
Telpon dan mengirimkan dokumen dalam henmuk pdf melalul Via WA,

4, | Jungka  Waktu T(nguh)hari  kers  scjak  permohonan dun persyurstan diterima dengan
Pelayanan henar dan lengkap.

5. | Bisyn/arif Tidak dipungut biaya ( gratis )

6. | Produk Pelayanan Akt Kematian

7. | Sarana, Prasarana dan/atau Komputer dan jeringan internet, ATK, Peraturnn Perundang-undangan, dan peralstan

fusllitas komunikasi

8. | Kompetensi Pelaksana . Memiliki kemampuan  mengideotilikasi dan soulisis torkait  dengen Jokumen

wependudukan ying diajukan warga;

Mampu memahami peraturan perundang-undangar:;

Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer dan imemet.

Memiliki tinghnt loetelitian yang baik;

Mampu berkomunikasi dengan baik, bekerjn dulum tim, dan behiria lepsl wakiu,
SOM yang dibekali dengan pelatihan dan bimbingan teknis tentang pelayanan publik.

B

R S

. | Pengawasan Internal Pengawasan dilakukan secars berjenjung di dalaen internal OFD
0. | Penangunen  Pengadus, Kotak Sarmn, SPN Lapor dan WA Siaga Didik Santoso 0853-6344-9965
|| samn dan misukan
1 | Jumlab Peluksana Seual SK
12, | Jaminan Pelayanan Sesual Maklumat Pelayanan
13, | Juminan Keamanan Kepastian Hukuem
H4. | Evaluasi Kinerju l. Evaluasi terhadap pelayanin Publik dilakukan setap saat ika terjadi kesalahan dan
Prelnksana peribihun als peralunn pelakasrun pelayunn publik

2. Fvaluasi melalul TKM yang ﬂw 1 dan 1l




Nama Unit Pelayanan
Jenis Pelayanan

STANDAR PELAYANAN PUBLIK

: Kecamatan Gunung Kijang
: Pelayanan Kartu Identitas Anak (KI14)

No.

KOMPONEN

URAIAN

1.

Dasar Hukum

1. Pemlumn Menteri Dalam Negeri Repubiik Indonesia Nomer 2 Tahun 2016

Tentang Kartu [dentitas Anak;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nemor 96 Tahun 2018 Tentang

Persyaratan dan Tata Carn Pendaftaran Pendoduk dan Pencatatan Sipil;

3. Peraturan Menteri Dalam Megeri Republik Indonesia Nomaor 108 Tahun 2019
Tentang Persturan Pelaksansan Persturen Presiden Nomor %6 Tahin 2018
Temang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan
Sipil:

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2019
Temtang Formulir dan Buku yang digunaksn dalam  Adminisiras
Kependudukan.

bt
H

1. fodscnpy kutipen akts kelabiran;

2. fedeeopy KK oreng tos { wali; dan

3. Foto Digital berwama (usia 5 tahun sampai dengan usin 17 tehun kursng sstu
hari)

Sistem, Mekanisme danProsedur

1. Pemohon mengajukan permohonan pembuatan KIA;

2. Pemgas Loket menerime dan mengoreksi berkas permohonan KIA. jika
berkes tidek lengkap dikembelikun kepada pemohon, jiks berkas sudah
lengkap berkes akan diteruskan kepada Operator SIAK:

3, Operator SIAK menginput dan mencetak draft KIA:

4. Draft yang sudah selesai diserahkan ke begian register uniuk di input
spreadsheet guna untuk pengajuan secars kolektif ke Di il;

5. Berkas yang sudah siap berungkat diserahkan kepada Kasi untuk dilakukan
pengajuan ke Disdukeapil bagian Dafiduk;

6. Kasi melakukan pengajuan berkas untuk pencetakan KIA ke Disdukcapil;

7. Di Disdukcapil KIA akan diproses dan dicetak kemudian diserahkan kembali
ke kecamatan dalam hentuk kariu elekironil;

8. Di Kecamatan KIA diserahkan ke bagian register untuk diserahkan kepads
pemahon:

9. %WMMWMMWWIKHMﬂ

Sarana, Prasarana danstou lusillies

4. | Jangka WaktuPelayanan T(mjubyhari  kejsa  seik  permohonan dan persyamtan
_ diterima dengan benar dun lenghkap.
5. | Binywhanf Tidak dipungut bisya ( gratia )
6. Produk Peluysnar Kartu Identitas Anak (KIA)
7.

Komputer dan juringan intermet, ATK. Persturan Perundang-undungun, dan
peralatan komunikasi

i

Kompetens! Pelaksana

I, Memiliki kemampuan mengidentifikasi dan analisis terkait dengan dokumen

. memﬂdmﬂmmw: -

; rmmpuan mengopermilkan komputer dan internet;

« Memiliki tingkat ketelitian yang baik;

. Mmpmuhﬂmumidmpnbdk.bukwjlmmn.ﬁnbﬂn}uml
waky:

SDM ywng dibekali dengan pefatihan dan bimbingan teknis tentang
peluyanun publik,

L T N
E
a

-

Pengawasan Intermal

Pengawasan dilakukan seonra berjenjang di dalum intemal OPD

Penungurun Pengaduan, soran dan
s Lkan

Kotak Saran, SPAN Lapor dan WA Singa Didik Sartoso (853-6144-9965

(1. | Jumiah Pelaksana Sesumi 5K
12, | laminan Pelavanan Sesuni Mukluma Pelayanan
13, | Juminan Kenmann Kepastian Hukum

Evaluusi Kinerja Peluksana

|, Evaluasi terhadap pelayanan Publik dilakukan setisp sual jiku terjudi

kesalahan dan perubahan aias peraturan pelaksansan pelayanan publik
2, Evaluash melalul 1K Ayang dilafsukan setinp semester | dan 11




Nama Unit Pelayanan
Jenis Pelayanan

STANDAR PELAYANAN PUBLIK

: Kecamatan Gunung Kijang
: Pelayanan Kartu Keluarga (KK)

No.

KOMPONEN

URAIAN

Dasar Hukm

1. Peramran Presiden Republik lndonesia Momor % Tahun 2018 Temzng
Persyaratan dan Tata Cars Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

2. Peraturan Menlen Dulam Negerl Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019
Tentang Peraturan Pelaksansan Pernturer Presiden Nomer 96 Tanm 2018
Tentang Persvaratan dan Tsta Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan

3. Psﬂmmum Dalam Megeri Republik Indonesia Nomer 109 Tahun 2019
Tentang Formulir den Buku yeng  digunaken dolam  Administrasi
Keperadudukan.

Pengajuan KK baru :

|, Surat Nikah / Akta Nikeh / Kutipsn AktaPerkawinan / Akcs Perceraleng

2. ljazsh Pendidikan Terakhir;

3. Akta Kelahiran / Surat Kelahirsn bagl kehsrgaysng mempunsai ansk;

4. Surat Pindah Datang dari dacrah asal (dalamwilayah NKRI).

Perubaban Daty Kartn Keluarga

1. KK lams;

3, Swal keterangan atau bukti perubahan peristiwa kependuduksn dan
peristiva penting.

Penerbitan KK Husak atsu Hilung :

Surat Keterangan Kehilangan KK dan Kepolisian;

EK Rusak / Fotocopy KK hilang,

KTP Elektroeik.

Sistem, Melkunisme danProsedur

Pemohan mengajukan permohonan pembuatanRartu Kelurpa;

Petugas loker menerima dan mengoreksi  kelengkapan persvarmian, Jika

persyamatan Gdaklengkap dikembalikan kepada pemohon, jika persyaratan

lengkap diteruskan kepada OperatorSIAK:

3. Operstor SIAK menginput, menerbitkan draft Karu Kelunrga dan
menyerahkan seluruh berkas ke Magi Pelwysman untuk di sersnkan ke
Disdukeapil baginn Dafiuk:

4. Kusi Pelayanen menyerahkan berkas ke Disdukcapil bagian Pendaflaran
Perduchik untuk dapat borkas di verifikesi dan sertifikasi olch petugas yang
berwenmngs:

o Hasil servifilani Karms Keluarga akan dicetak oleh opersior SIAK dan dapat
didistribusikan langsung kepads pemahon biik dalam beatuk KK Asli print
maupun dikitim Via WA defum bentuk pdf;

6. Karu Kelwrgn yong sudah dicotak scpers untuk menghubuog piak

pemahon dengan cara menclepon ke nomor telepon vang telah diberikan.

b =] Lupp—-

Jangka WaktuPelayanan

7 (izjuty) hari kerim  semk  permohonan dan persyamlan
diterima dengan benar dan lengkap.

Biayaarlt

Tidak dipungue bisys { gratis )

“Prodhuk Pelayanan

KK (Kurtu Keluzn)

Kompetensi Pelaksarns

Suruna, Prusarans dan/utew fesilins

WMJmmammwwu
pernlatn komunikasi

1. Memiliki kemampuan mengidentifikasi dan analisis terkail dengan dokumen

heperdudukan yung disjuban waga,

Mampu memahami peraturan perundang-undangan;

Memiliki kemampuan menpgoperasikan kompuier dan imlermet;

Memiliki tingkat ketelitian yang baik;

hmmwmmiﬁmmh&. bekerjo dalam dm, dan bekerfa tepat

W .

6. SDOM yang dibeknli dengan pelatihan dan bimbingan teknis tenang
pelayaran publik,

w1

Pengnwasan [nternal

Pengawasan dilakukan secarn berjenjong di dalum internal OPD

Pemanganan Pengaduan, saran dan
K

Kotak Sarun, SP4N Lagor dan WA Sisga Didik Samtoso 0853-6344-9965

1.

Jumlah Meloksuna

Scsuni Sk

I2.

Juminan Peloyanan

Sesual Makluma: Pelayanan

13

Jaminan Kesmanan

Kepastion [Hukum

Evaluasi Kinerja Pelaksana

. Evalussi terhodep pelaysoan Publik dilakukan seticp seat jika terjadi
kesalahan dan perubshan ams peratucan pelaksanaan pelayanan publik
2. Hvaluasi melalui IKM yang dilakukan sctiap semester | dan 1




STANDAR PELAYANAN PUBLIK

Nama Unil Pelayanan : Keeamatan Gunung Kijang
Jenis Pelayanan : Karta Tands Penduduk (KTP-¢l)
No. KOMPONEN URAIAN
[, [asar Hukum I Persluran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 74 Tabun 2015 Tentang
Tata Cara Perubahan Elemen Deta Penduduk daiam Kartu Tenda Penduduk
Elektronik;
X mﬂmmmmwﬂmﬁhm“mmmrm
Perubahan Kedua stas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesis Nomor 9
Tuhun 2011 Temang Pedoman Peperbitan Kartu Tands Penduduk Berbasis Nomor
Induk Kependudukan Secara Nasianal;
i. Peraturan Presiden Repunhik indonssia Nomor 96 Talum 2018 Tentang Persyarutan
dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
4. Peraturan Menteri Datam Negeri Bepublik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 entang
Peraturun  Pelaksansen Peiuran Presiden Nomor 96 Tahim 2018 Tontang
Persvaraian dan Tata Cars Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipik
5. Pergturan Menteri Datam Neperi Repubiik Indonesio Momor 109 Tehun 2019 Teniong
Formulir dan Buku vang digunakan dalam Administrasi Kependudukan,
2. | Persyaratan I. Teiah berusia 17 (fujuh belas) tahun, sudah kewin, atau pernah kawin;
2. Frocopy KK;
3.  KTP-¢l lama (jika sudah pernah punyi):
4.  Sorat Ketetangsn Kehilangan KTP-¢! dari Kepolisian jike hilang:
5. KTP-al yang rosak;
6. Sudah Melakukan Perekaman Biometrik dan sodah melewati iahapan
penunggalan di pusat.
3 Sistem,  Mekanisme  dmn 1. Pemohon mengajuken permohonan pembuatanK TP-el;

Prosedur 2. Petugns laket menerima dan mengoreksikelengkapan persyaratan, Jika persyaratan
lidaklengkap mmmmmh@mdm
kepada Opermior SIAK untuk didefiurkan werlebih dabuly kemudion diserahbon
kepada operator Perviaman hapi pemuta uniuk depat dilakuken perelaman data;

3, Berkas yang sudah lenghkap akan diserahkan kepada Kasi Pelayanan untuk dapat di
sershkan kepads Disdukeapil agar dapat dilakuken pencetaken KTP-el secara
Koloktil' di Disdukcapil bagiun Pendaftamn Penduduk;
4. Sctelah KTP-gl selesai dicetnk make KTP-el akan diserabkan kembali ke
Kecamatan untuk dapat i serahian kepada peruges loket pelaysaman df Kecmmatan,
5. KTP-el yang sudah tercotak oleh Petugas loket pelayanan skan di serahkan kepada
pemohon.
4, Jangkn  Wakiu T(ujubihari  kerfa  sejak  permahonan dan persysratan  dilerima
| Pelayanan dengan benar dan lengkap.
5 Binywitarif Tidak dipungui biaya { gratis )
& | Produk Peinyanan KTPeel
T Sorang, Prasarang dan/atm Komputer dan jaringan imernet, ATK, Persturan Perandang-undangan, dan pernlamn
Fus|litas kevminikasi
8 | Kompetensi Pelaksans I. Memiliki kemumpuan mengidentifikasi dan armlisis terkait dengan dokumen
kependudukan vang diajukan wargs;
2. Mampu memahami peratumn perundang-undingar;
3. Memiliki kenumpuan mengoperasikan komputer dan intermet;
4. Memiliki tingkat ketelitian yang hail;
5. Mampu berkomunikasi dengan balk, bekerja dalam tim, dan bekerja tepat wakiu;
6. SDOM vang dibekali dengan pelatiben dan bimbingan tekels emang pelayanan
publik.
0, Pengawasan [nternal Pengawasan dilakukan secara berjenjang di dalam internal OPD
10, Penunganan Pengaduan, Kotk Samn, SPAN Lapor dan WA Siaga Didik Santoso 0833-6344-9965
sarun dunmusulian
i1, | Jumish P:Llluam Sedual SK
12, | laminan Pelayanan Sesunl Maklurtiat Pelayanun
13, | Jaminan Keamanan s Kopastian Hukum
14, Evulussi Kinerja Pelaksana ¥ Pvﬂmﬁmmmﬂwummmmiwm
perubahan stas poraturan pelaksqeT GETEmG k
: | IK o drlakiibale et Asster | dan 11
1 2. Bvaluasi mEhIH_Mltln —— .




Nama Unit Pelayanan
Jenis Pelayanan

STANDAR PELAYANAN PUBLIK

: Kecamatan Gunung Kijang
: Pelayanan Surat Kedatangan WNI

| No.

KOMPONEN

URAIAN

[

Dasar Hukum

1. Peraturan Presiden Republik Indonesis Nomor 96 Tshum 2018

Tentang Persvaratan dsn Taa Cara Pendaftaran Penduduk dan

Pencatatan Sipil;

Peraturan Menterd Dalam Megeri Republik Indonesiz Nomor 108

Tahun 2019 Tentang Poraturan Pelaksanaan Peraiuran Presiden

Nomor 96 Tahun 2018 Temtang Persyaratan dan Tatm Cars

Pendaflaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

3. Pemuran Menieri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109
Tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku vang digunakan dalam
Administrasi Kependudikan,

13

Persyaratan

1. Surat Keterangan Pindeh WNI (SKPWNI}; dan
2. Kartu Keluarga (bagi yang mumpang KK).

Sistem, Mekanisme danProsedur

1. Pemohon mengajukan permohonan pembustanSKDWNL:

2. Petugas loket menerima dan mengoreksikelenpgkapan persyaratan,
Jika persyaratan tidaklengkap dikembalikan kepada pemohon, jika
persyaratan lengkap berkss nkan di proses melalui aplikasi
sipanducapil oleh petugas register;

3. Berkas yang suduh di proses melalui Sipanducapil akan menunggo
selama 3 x 24 jam untuk diterbitkan SKDWNI oleh Disdukeapil;

4. SKDWNI yang sudah selesai di proses dapat di cetak untuk
milanjutkan kepengurusan KK ataupun dikinim ke pemohon
melalui Via Whatsapp oleh petugas register dalam bentuk pdf.

4, Jangka WakiuPelnyanan 7(tujuh) hart kerja  sejak  permohonan dan persyaratnn
diterima dengan benur dan lengkap,
5. | Biaya/tarif Tidak dipungut biaya ( gratis )
6. | Produk Pelayanan SKDWNI
7 Sarans, Prasarana dan/atau fasilitas Komputer dan jaringan internet, ATK, Peraturan Perundung-undangan,
dan peralaton komunikosi
R Kompetensi Pelaksana . Memiliki kemampuan mengidentifikasi dan analisis terkait dengan
dokumen kependudukan yang diajukan warga,
2, Mampu memahami peraturan perundang-undangan,
3. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer dan intemet,
4. Memiliki tingkat ketelitian yang baik;
5. Mampu berkomunikosi dengan baik, bekerja dalam tim, dan bekerja
tepat waktu;
6. SDM yang dibekali dengan pelatihan dan bimbingan teknis tentng
| pelayanan publik.
9, Penguwasan Inlernal Pengawasan dilakukan secara berjenjang di dalam internal OPD
10. | Pmunkmga.um Pengaduan, saran dan Kotak Saran, SP4N Lapor dan WA Siags Didik Santoso 0853-6344-9965
| IMitsL
11, | Jumluh Peluksuma Sesuui SK
2] Jaminan Pelayanan Sesual Maklumat Pelayanan
13, _ Jurminan Kenmunun Kepastiun Hukum
14. | Bvaluasi Kinerja Pelaksann I. Evalussi terhadup pelnymn Publik dilakukan sctiop suat jika

terjaci kesalaban dan perubahan atas peraturan  peluksanaan
pelayanan publik
2. Evaluasi melatui IKM yang dilakukan setiap semester | dan 11




Nama Unit Pelayanan
Jenis Pelayanan

STANDAR PELAYANAN PUBLIK

: Kecamatan Gunung Kijang
: Pelayanan Surat Pindah WNI

No.

KOMPONEN

URAIAN

Il.

Dasar Hukum

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018
Tentang Persvaratan den Tata Cara Pendaftarsn Penduduk dan
Pencatatan Sipil;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108
Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksenaan Peraturen Presiden
Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaraun dan Tam Cars

3. Peraturan Menteri Dalam Megeri Republik Indonesia Nomor 109
Tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku vang digonakan dalam
Administrasi Kependuduban,

Persyaritan

I. Kartu Keluarga

2, Sural Permohonan dengan alamat wjuan pindshyang jelas dan
ditanda tangani pemohon

3. Memperlihatkan KTP Elektronik pemohon

Sistem, Mekanisme danProsedur

1. Pemohon mengajukan permohonan pembuatan SKPWNI;

L Petugas loket menerima dan mangoreksikelengkapan persyaratan
Jika persyaratan tidaklengkap dikembalikan kepada pemohon. jika
persyaratan lengkap diteruskan kepada Operator SIAK:

3. Operator Siok mengioput dan mengupload berkas pengajuan
SKPWNI;

4. Menunggu 3x24 jam Kepala Dinas mensertifikasi berkas SKPWNI
yang sudah diupload:

5. SKPWNI yang siudah mendapatkan Tanda TanganClektronik (TTLE)
dikirim ke pemohon melalui Via Whatsapp oleh opemtor SIAK
dalam bentuk pdf.

Jangka WaktuPelayanan

'P{tujuh]hm kerja  sejak  permohonan dan  persyaratan
diterima dengan benar dan lenghkap.

Binyn/tarit

Tidak dipungut biaya ( gratis )

Produk Pelayanan

SKPWNI

Setreriie, Prosarans dan/atou Gasilitas

Komputer dan jaringan internet, ATK, Peraturan Perundang-undongan,
dan peralmtan komunikasi

B. Kompetensi Pelaksana I, Memiliki kemampuan mengidentifikasi dan analisis wrkail dengan
dokumen kependudukan yang disjukan warga,
2, Mumpu memahami persturan perundang-undangan;
3. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer dan internet;
4. Memiliki tingkat ketelitian vang baik:
5. Mumpu berkomunikasi dengan baik_ bekerja dalam tim, dan bekerja
tepat waku;
6. SDM yang dibekali dengan pelatihan dan bimbingan teknis tentang
pelayanan publik.
9. Pengawasan Internal Penguwasan dilakukan secarn berjenjung di dalam internal OPD
10, | Penanganan Pengaduan, saran dan Kotak Suran, SPAN Lapor dan WA Siaga Didik Santoso 0R53-6344-9965
magukan
L | Jumlah Peluksan Sesuai SK
12, | Jaminan Pelayanan Sesuai Maklumai Pelayanan
13, | Juminen Keamanun Kepastian [hukum

14,

Lvaluasi Kinerjn Pelaksann

1. Evaluasi terhadap pelayanan Publik dilakukan setiap st jikn terjudi
kesalahan dan perubahan ates peraturun pelaksanasn pelayanan
publik

2. Evaluasi melalul TKM yang dilakukan setiap semester | dan 11




